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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
MOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATT MUARA ENIM

o Menimbang  : a bahwa dengan  telah  ditetapkannya Peraturan  Daerah
- Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dioss Daerah
Kabupaten Musra Enim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perla dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Tenaga Kerjs dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim

b. bahwa berdasarksan pertimbangan schagaimana di malksud
hurufl a perln menetapkan Keputusan Bupati Muara Enun
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga
Kerja dan Transoagrasi Kabupaten Muara Fnom.

Mengingat - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1939
tentang Pembentukan Daerabh Tingkat 1l dan Kotapraja di

- Sumater: Selatan  ( Lembaran Negarn Republik Indonesia
- Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 1821 ) |

Ll

Unidang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
entang Pemerintahan Daerah | Lembaran Megama Republik
lndonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38359 ) |

3. Undang-undang Republik Indonesia Neomor 25 Tahun 19949
tentang Perimbangan Keuangan antam Pemerintall Pusat dan
Dacrah (| Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Momor 3848 )

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 8 Tahun 19749
tentang  Pokol-pokok  Kepegawaian ( Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran  Megarm  Republik  Indonesia  Nomowe 301 )
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schagimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemeriniah dan  Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom { Lembaran Negata Hepublik
Indonesia Tabun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 | 5

Perturan Pemeriniah Bepublik indonesia Nomor 54 Tabuan
2000  tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat  Dacrah
{ Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nomaor
165 ;

Kepiutusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
19659 {entamg Telmik Penyusunan Peraturan Perondang-
undangan  dan  DBentuik  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan Peraluran Hemeriniah, darn [2 AT g
Keputusan Presiden ;

Peraturan Daeral Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 tenlang Kewenangan Pemeriniah Kabupsten Muara
Emim

Peraturan Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor |9 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kega Dinas

Daerah Kabupaten Muara Eniin.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSE DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Poanal |

Dalam Keputusan ini vang di maksud dengan

1
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,Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
Pemerintah Dacrah adalah Pemenniab Kabupaten Muara Enim.
- Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil Bupatl adalah Wakil Bupad Muarm Enum

5. Qekretars Dasrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Muara Endm.
. Dinas Daerah adalah Dinas daerah Kabuparten Musars Enim.

Kepala Dinas adalabh Kepala Dinas Tenaga [erja dan Trausmigrasi
Kahupaten Muara Enumn,

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unit Pelaksana Teknis Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim,
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9, KelompoK ..o
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%, Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negen Sipil
vang di ben tupas, wewenang dan hak secara penuh olch pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesi keahlisnnya dalam rangks mendukung kelancaran tugas
pernerintahan.

BEAB TI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGEI
Prsal 2
{1} Ixnas ‘Tenaga Kerja dan Transmigrasi meripakan  unsur
pelaksana  Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan
Transmigrasl
{2} Dinas Tenasga Kega dan Transmigras: di pimpin olch seorang
Kepaln [Mnas yang berada di bawabh dan bertanggung jawab
kepada Bupad melalui Sekretaris Daemah.
Pasal 3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melsksanakan
urusan rumah  tangga  daermb  dalam bideng Tenaga Kerja dan
Transmigrasi vang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perlindungan
Tenaga kerja, Bursa Kerja, Kescjahteraan Tenaga Kerja, [Tubungan
Indusinal, Pelatihan Tenapga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tupas terscbut pada pasal 3, Dinas Tenaga
kerja dan Transmigras) mempuny=i limgst

A. Perumusan  kehijakan  teknis di bidang lTenaga Kena  dan
Transmigrasi ;

b. Pelaksanaan pengawasan, perlindungan teoags kerja, kesehatan
kerja dan kesejahteraan tenaga kerja serta pemberian perizinan |

¢, Penvelenggaraan fasilitas bursa kerja, informasi pasar tenaga kerja
dan hubungan mdustrial ;

d. Penvelengparaan penvaluohan dan pelatihan kerja ;

. Pelaksanaan pembinasn, penviapan permulkiman dan penempatan
T'ransmigran ,

[. Pelaksanaan urusan ketatansahaan dan perlengkapan,
BALB I
ORCANISASI
Bagian Portama

SUSUNAN ORGANIBAST
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Pasal 5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha ;
c. Sub Dinas Pencmpalan dan Perluasan Kega
tl. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
e. Snb Dinas [ransmigrasi ;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
g, Kelompok Jabatan Fungsional.

Ragian kedia
BAGIAN TATA USAHA

Prasal &
Bagian Tata llsaha mempunvai tngas melaksanakan penyusunan
program dan  perencanaan, kepegawsian, kewangan, perlengkapan,
rinsh tangga, kelhiumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut  pada Pasal 6, Bagian Tata
Usaha mempunyal fungsi :

a. Penyviapan bahan dan koordinas: pelaksanaan penyusunan rencana,
program kerja dan pelapormn ;

b. Pelaksanaan pengelolaan wrusan administrasi kepegawaian
o, Pelaksanaan pengelolaan umsan administras) keuangan ;

i, Pelaksanasn urusan wmuom, romah langga, perlenglapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas

e, Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdin dan ¢
a. Sub Bagian Perencanaan |
b. Sutb Bagwn Llmm;
¢, Sub Bagian keuangan,
IPasal 9

(1) Subh Bagian Perencanaan mempunval tugas  melaksanakan
peayiapan  baban  penyvusunsn  encans dan program kera,
pengumpulan dan analisa data, penvajian data statishik serta
penviapan laporan ;

(2) Sub Bagian ...,
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(2) SBub Bagian Umum mempunyval tugas melaksanakan urusan
administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surst
menyurat, kearsipan, keluwnasan,  perjalanan  dinas  dan
pemeliharaan barang invenians |

3 Sub Bagian Kouangan mempunyal tugsas melaksanakan penylapan
|} h I ;
hahuan penyusunan anggaran, pengelolasn administrasy Keuangasmn,
Pl i
pembikuan, melakokan perhitungan dan ve rifikasi serta mengurus
perbendaharasan.

Bapian Ketiga
SUB DINAS PENEMPATAN DAN PERLUASAN KER.JA
Pasal 10

Sub  Dinas Penempatan dan  Perluasan  Kerjan  mempunyai TUEAs
melaksanakan  penyiapan bahan, pedoman dan  petunjuk  teknis
pembingan  pelaksanaan penyaluran dan penempatan lenaga ke,
pehliasan kerja seria pelatihan dan produktifitas tenags kerja.

Pasal 11

Untuk menyvelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 10, Sub Ninas
Penempatan dan Perluasan Teoaga Kerja mempunyal fungsi

4. Penvelenggaraan Bursa HKega vang melippti  bimbingan
pengurusan, penyaluran dan  peoempatan  lensga kerja  serta
perluasan kerja ;

b, Prlaksansan menempatkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Lokal
(AKAL), Antar Kerja Antar Dacrah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara
[AKAN) ;

e, Penghimpunan, pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja

d. Pembinsan Tenaga Kerja sekior informal |

e, Penyuluhan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia { TR ) yang RGELREY
beleerja di luar negerd ;

f Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga [ instansi terkait untok
mendapatkan  informasi pasar kerja yang perlu di s SeS1A]
dengan ketentuan yvang berlaku ;

g, Penyelenggaraan  bursa [/ pelatihan dan  pemagangan Bes Al
kebunihan dan duma usaha

h, Proingkatkan produlctifitas mwnaga kerja |
i Pemberian perizinan dan pengawasan lembaga kursas pelatiban
F Pelaksanaan tugas lain vang dibenokan atasan,

Pamal T2
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Pasal 12
Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja terdirn dan

4. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
b, Seksi lnformasi dan Perluasan Kernja ;
¢, Scksi Pelatiban Produlkitifitas Tenaga Kerja.

Pasal 13

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kera  mempunyat fugas melaksanalan
fusilitasi penyaluran tenaga kerja deogan memperfemukan  pencart
kera dengan pengguna tenaga kera untuk pencmpatan ti dalam
negeri maupun di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah,
swasta dan kKoperast |

(7] Seksi Informasi dan Perluasan Kerja  mempunval  tagas
melaksanakan  penviapan  bahan  dan  pengelolasn data,
penyebarlnasan [nformasi Pasar Kerja (TPK) serta penbinaan enags
kerja sektor Informal ;

{3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjui leknis
pembinaan, pelaksanasn pelatiban dan produkitifitas tenaga kerja,
pemberian perzinan dan Pengawasan leinbaga kursus [ pelathan

Bagian Keempat

SUB DINAS HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
HETENAGAKERJAAN

Pasal 14

Suli Dinas Hubungan [odustrial dan Pengawasan Hetenagakerjasan
memplunvai  ugas melakukan pembinaan dan Peny uluhan,
Penvelesaion hubungan ndusirial dan Pemutusan Hubungan Eerja
(PHE]), pengawasan kelensgakerjaan dan kesejahteraan pekerja sesual
ketentuan vang berlak.

Pasal 15
Untuk menvelenggarakan lugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan  mempunyai

fungsi .

a.  Penyvelesaian perselisiban Hubungan Indusimal dan Pemutusan
Hubungan kerja |

b, Penyulubhan Peraturan Perundang- undangan bicdang
ketenagakerjaan |

¢,  Pelaksanaan bimbingan dan penvoluhan Hubungan indusirial
Yancasgsila (HIP) ;

th. PENEEWESETE (o



d. Peopawasan lerhadap pelaksanaan Peraturan  Perundang-
ninlangan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, Norma K3 |

¢.  Penghimpunan dan pengelaban dats ootk bahan penetapan
Kebijaksanaan pengupahan |

£ Pengawasan kesejahieraan pekerja

g, pclaksanasan tupas lain vang dibenkan oleh atasan .

Pasal 16

Sub Dinas Hubunpan [ndusinal dan Pengawasan Ketenagakerjaan
terclir: (o :

a. Selsl Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan ;
b Seksi Pengawasan |
£, Seksi Kescjahteraan Pelkerja.

asmal 17

(1} Scksi Hubungan Industrnial dan penvelesaian perselisithan
mempunysi lugas melaksanakan peonyiapan baban, pedoman dan
petunjuk teknis penyelesaian perselisinan hubungan induostrial dan
hubungan kerja, penyuhthan peraturan perandang-undangan di
bidang kctenagakerjaan dan bunbimgan / penyulohan Hubungan
[tdustrial Pancasila @

(2] Seksi Pengawasan mempunyal tugas melakukan pengawasan,
monitoring dan evaluasi terhadap perusabasan-perusahaan dalam
pelaksanaan  dan penerapan peraturan perundang-undangan i
bidang ketenagakenjaom

(3 Seksi Kesejghteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan
penyviapan bahan dan pengelolaan data dalsm mngka  penetapan
kebijaksanaan pengupaban dan peningkatan kesejahteraan pekerja
sesual dengan kebutuhan dan standar tertenta,

Hagian Kelima
BUB DINAB TRANBMIGRABI
Pasal 18

Sub  Dinas Transmigrasi mempunyai  tugas melaksanakan

ransmigissi  meliputl peonyvelengearmsan  ransilo dan pengangloitan

lransinigrasi, prasavana dan samna permokiman transmigrasi, usaha
dan sosial budaya transmigras: |

Pasal 19 ooasamiis
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas
Transmigrasi mempunyai fungs:

a.  pelaksanaan pendaftaran dan penyeleksian calon fransmigi=s |
b, penyelenggaraan urusan transito dan pengangloutan ransmigran

¢, pelaksanaan  penyuluhan, penctapan target, objek dan susunan
penyvilnhan |

d.  Penyiapan lahan, prasaran:s dan sarana tEAnSMmEITS: |

e, Pelaksanaan pembinaan usaba dan sosial budaya transmigrasi |
[ Penyiapan permukiman transmigrasi ;

g, Pengelolzan unit Fermukiman ‘Transmigrasi |

h., Pelaksanazsn tapgas lan yang diberikan olch atasan.

Fiasal 20
Suly Dinas Transmigrasi terdin dan ¢
. Seksi Penyiapan dan Pernmukiman
b. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan.
Pasal 21
(1) Seksi Penyiapan dan Permukiman mempunyai figas melaksanalkan
pengumpilan  hahan dan  dats, melakukan  penyiapan lahan,

prasarana dan bangunan serla rencans pemukimean Ensmigrasi

(2

Sy

Seksi Pembinaan dan Pembendayvaan mempuiyai  lugas
melaksanakan  pembinssn dan penyuluban kepada masyarakat
transmigran, pebalang berpmdah dan perambab hutan, pembinasn
usaha ekonomi dan pelayanan di bidang sosial budaya masyarakat
transmigran,

Pagian Kecnam
UNIT PELAHBANA TEKNIS DINAS
Pasal 22
Unit Pelaksana Telmis Dinas  (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi wmemwmpunyal  tugas  melaksanakan  sebaglan tugas
pperasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi i bidang terfentu,

Pasal- 23
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Pasal 22

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksana
Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyal fungsi

4. Pelaksanaan schagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transiigrasi
sesual dengan bidangnya ;

b, Pelaksanaan nrusan administrasi, kenangan dan rumah tangga.

Hagian Ketujuh
HKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24
Kelompok  Jabtan  Fungsional mempunyai  lugas melaksanakan
sehagian tugas Dinas sesnal dengan bidang keahlian lenaga fungsional
masing-masing  berdasarksn  peraturan perndang-undangan  vang
berlaku.
Pasal 25
1) Relompok Jahatan Fungsional terdint dard  sejumlah tenaga
lungsional yvang terbagi dalam herbagal lenaga fungsional ses11at

dengan bidang keahliannya |

(2} Masding-masing kelompok tenags fungsional di pimpin oleh seormang
tenaga fungsional senior yang i tunjuk cleh kepala dinas |

(4] Jumlah tenaga fungsional terschud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja |

() Jenis dan jenjang jabatan fungsionsl sehagimana di maksud ayvat (1}
di atur benlasarkan peraturan perandang-undangan yang berlakn

BABR IV
PENUTUP
frasal 26

Hal - hal vang belum di atir dalam Keputusan  ind sepaILang mengena
pelaksanaannys akan ditclapkan tersendiri oleh Bupall

*asal 27
Kepumsan ini mulai berkskn pada tanggal dinndangkan.

Agar Supay# ...
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Agar supaya sclap orang dapual mengetahininya, memerintahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Musara Enim.

Ditetaplan di  Muara Emm
pada tanggal 8 Mzl 2001

BUPATI MUARA ENIM

U 4 F

F = | 4 E Ey
m_ll.-:___.r__- Ll __: "
F

AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Diundanglkan ek Muara Enum

pada tanggal & Mel 2001

SEKRETARIE D KABUPATEN
MUA ENIM
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ERIJAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENtM TAHUN 2001 NOMOR =4



